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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2023;

bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal
26 September 2023 Nomor 188.4/114/DPRD/2023
tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan
Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menjadi Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
S Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6.

10;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 680 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5340);

>
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19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45753);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

>
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023
tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana
Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 1)

’



28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2022 Nomor S) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.359.997.001.430
bertambah sebesar Rp378.231.357.042 sehingga menjadi
Rp2.738.228.358.472 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp2.129.585.065.730
b. Bertambah/(berkurang) Rp 195.279.363.518
Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp2.324.864.429.247

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp2.359.997.001.430
b. Bertambah/ (berkurang) Rp 378.231.357.042
Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp2.738.228.358.472

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp 234.988.340.789
2) Bertambah/(berkurang) Rp 213.951.993.525
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 448.940.334.313




b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 4.576.405.088
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 31.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp  35.576.405.088
Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp 413.363.929.225
Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp 0

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 899.495.659.600

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 120.428.148.471

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp1.019.923.808.070
b. Pendapatan transfer

1) Semula Rpl1.216.217.988.130

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 67.518.155.817

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp1.283.736.143.947
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 13.871.418.000

2) Bertambah /(berkurang) Rp 7.333.059.230

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp 21.204.477.230

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a, bersumber dari:
a. Pajak daerah;

1) Semula Rp 713.251.605.088
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 107.748.394.912
Jumlah pajak daerah
setelah perubahan Rp 821.000.000.000
b. Retribusi daerah;
1) Semula Rp 19.447.424.196
2) Bertambah/(berkurang) Rp 204.581.004
Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp  19.652.005.200
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
1) Semula Rp 53.256.529.836
2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.792.858.055

Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah setelah perubahan Rp 56.049.387.890



d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1) Semula Rp 113.540.100.480
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 9.682.314.500
Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp 123.222.414.980

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp1.029.548.033.000
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.059.080.908
Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp1.036.607.113.908

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 186.669.955.130
2) Bertambah/(berkurang) Rp 60.459.074.909
Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 247.129.030.039

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 0
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0
Jumlah hibah setelah perubahan Rp 0]
b. Dana darurat

1) Semula Rp 0
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0
Jumlah dana darurat setelah

perubahan Rp 0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1) Semula Rp 13.871.418.000
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.333.059.230
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

setelah perubahan Rp 21.204.477.230




6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, terdiri atas:
a. Belanja operasi;

1) Semula Rp1.843.846.965.298
2) Bertambah /(berkurang) Rp 205.730.309.534
Jumlah belanja operasi
setelah perubahan Rp2.049.577.274.832
b. Belanja modal;
1) Semula Rp 309.670.874.153
2) Bertambah/(berkurang) Rp 86.466.521.626
Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp 396.137.395.779
¢. Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp 28.894.257.979
2) Bertambah /(berkurang) Rp 61.852.296.089
Jumlah Belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 90.746.554.068
d. Belanja transfer;
1) Semula Rp 177.584.904.000
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 24.182.229.793
Jumlah belanja transfer
setelah perubahan Rp 201.767.133.793

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 899.077.793.104
2) Bertambah/(berkurang) Rp 44.895.130.783
Jumlah belanja transfer
setelah perubahan Rp 943.972.923.887
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp 805.563.030.869
2) Bertambah /(berkurang) Rp 89.575.936.776
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp 928.102.482.548
¢. Belanja bunga
1) Semula Rp 0
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0
Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp 0
d. Belanja subsidi
1) Semula Rp 0
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0

Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp 0



€. Belanja hibah

1) Semula Rp 136.458.691.325
2) Bertambah /(berkurang) Rp 36.835.527.072
Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp 173.294.218.397
f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp  2.747.450.000
2) Bertambah /(berkurang) Rp 1.460.200.000
Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 4.207.650.000

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:
a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 346.500.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.000.000.000
Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp 7.346.500.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1) Semula Rp 42.625.270.438
2) Bertambah /(berkurang) Rp 44.567.338.046
Jumlah belanja modal peralatan
setelah perubahan Rp 87.192.608.484
c. Belanja modal gedung dan bangunan
1) Semula Rp 160.989.744.826
2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.717.075.850
Jumlah belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan Rp 174.706.820.676
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp 87.668.990.889
2) Bertambah/(berkurang) Rp 34.819.502.043
Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan Rp 122.488.492.932
€. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula Rp 18.040.368.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.028.394.313)
Jumlah belanja asset tetap lainnya
setelah perubahan Rp 4.011.973.687

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp  28.894.257.979
b. Bertambah/(berkurang} Rp 61.852.296.089
Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp  90.746.554.068




10.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,

terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 73.271.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.794.200.520

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp  84.065.200.520
b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp 104.313.904.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.388.029.273

Jumlah belanja bantuan keuangan Rp 117.701.933.273
11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 234.988.340.789
2) Bertambah/(berkurang) Rp 213.951.993.525
Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 448.940.334.313

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp 4.576.405.088
2) Bertambah/(berkurang) Rp 31.000.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 35.576.405.088

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a, terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp 234.988.340.789

2) Bertambah/(berkurang) Rp 213.951.993.525
Jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp 448.940.334.313
b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0)
¢. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0




Jumlah hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
perubahan
d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan

€. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah
perubahan

Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b, terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah perubahan
b. Penyertaan modal daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan

1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo setelah
perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah pemberian pinjaman
daerah setelah perubahan

Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 4.576.405.088
Rp 31.000.000.000

Rp 35.576.405.088
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0
Rp 0

€. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

peraturan perundang-undangan

dengan ketentuan



1) Semula Rp
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp
Jumlah pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan dengan

ketentuan peraturan
perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0

oS O

14.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah Denpasar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

S. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD ;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan
Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per
Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi
Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan
Aset Lain-lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya

Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 September 2023

WALIKOTA DENPASAR,

e a o

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar

S ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 2

NORE( PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(2, 39/2023)
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